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BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi
dan tata kerja Dinas Perikanan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun
2021;

b. bahwa guna dalam rangka sinkronisasi antara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kelautan dan Perikanan, maka Peraturan Bupati
Sambas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
kabupaten Sambas perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 92
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan,;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;




Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26
/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat
Daerah Provinsi dan Kebupaten/Kota yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1
Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Nomor 11 );




13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 92 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan
dan Kesehatan Hewan kabupaten Sambas (Berita
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN,
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN
SAMBAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 92 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten
Sambas tahun 2021 Nomor 92) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Perikanan Tangkap;

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Bidang Perikanan Budidaya;

Bidang Peternakan,

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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2. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Bidang Perikanan Tangkap

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta
pembinaan teknis di bidang perikanan tangkap.

. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15, Bidang

Perikanan Tangkap mempunyai tugas :

a. penyusunan program kerja di bidang perikanan tangkap ;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan
tengkap;

c. pengkoordinasian kegiatan di bidang perikanan tangkap;

d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;

e. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas di bidang perikanan tangkap;

g. pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah perairan umum dan
daratan; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.




6. Ketentuan Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan.

. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18, Bidang

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas :

a. penyusunan program Kerja di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan;

b. penyiapan bahan dan perumusan Kkebijakan teknis di bidang
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

c. pengkoordinasian kegiatan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan;

d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai peraturan
perundang-undangan;

e. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai peraturan
perundang-undangan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

g. pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan umum dan
daratan; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.




Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
ttd

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 77

dypgsuai dengan aslinya
.\ YIAN HUKUM,




DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN KABUPATEN SAMBAS
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BUPATI SAMBAS,
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SATONO
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